
K R I S P I N U S  D U M A  

KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN 
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 

(SMK3)  
DI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR 



VISI PEMBANGUNAN KESEHATAN 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 Kesehatan untuk semua dalam mewujudkan derajat 
kesehatan masyarakat Kalimantan Timur terbaik di 
luar Jawa-Bali 



MISI PEMBANGUNAN ISI KESEHATAN 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

1. Memfasilitasi pemeliharaan dan peningkatan upaya 
kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan 
berkeadilan, 

2. Mendorong dan menggerakkan pemberdayaan 
masyarakat untuk hidup sehat dan membangun 
kemitraan dengan lintas sektor. 

3. Mengembangkan sumber daya kesehatan yang 
memadai dan berkesinambungan. 

4. Memantapkan manajemen kesehatan yang dinamis 
dan akuntabel. 



Latarbelakang 

 PP RI No 38 tahun 2007 ttg Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  

 PP RI No 50 tahun 2012, ttg Penerapan SMK3 

 SMK3 perlu kesiapan di pusat maupun di daerah untuk 
menghadapi pemberlakuan SJSN 2014 dan arus 
globalisasi pasar bebas dunia pada tahun 2020.  

 Propinsi Kalimantan Timur memiliki perusahaan 
bertaraf internasional, nasional dan lokal perlu kesiapan 
kebijakan SMK3 sesuai peraturan pusat dan menuntun 
perkembangan kebijakan SMK3 di tingkat 
kabupaten/kota seKaltim. 



Dasar Hukum 

UUD RI 1945 pasal 27 ayat 2 :Tiap-tiap warga negara 
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan  

UU RI no. 1 / 1970 tentang keselamatan kerja 

UU RI no. 13 / 2003 tentang ketenaga kerjaan 

UU RI No 40 / 2004  tentang SJSN 

PP RI No 38 /2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan 
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  

PP RI No 50 /2012 ttg Penerapan SMK3 

PerPres RI No 12/2013 tentang JAMINAN KESEHATAN 



 Ketentuan UU RI No.1 Tahun 1970 (pasal 15 ayat 1) 
masih bersifat umum (lex generalist), peraturan 
pelaksananya dijabarkan secara teknis dan rinci 
dalam bentuk PP, Keppres, Permenaker, 
Kepmenaker, SE Menaker dan Kepdirjen 
Binwasnaker Depnakertrans RI.  



Tujuan Penelitian 

 untuk mengetahui kebijakan SMK3 (PERDA dan 
KEPGUB) Kalimantan Timur (otonomisasi daerah) 
dalam menyongsong pemberlakuan Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (SJSN) 2014 dan globalisasi pasar 
bebas 2020 



Metode.  

 Penelitian kualitatif dengan pendekatan triangulasi :  

 - Sumber data  legislatif, eksekutif dan 
 instansi pelaksana kebijakan SMK3. 

 - metode   wawancara, obervasi, dan survei 

 



 





        STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 

   DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

KEPALA DINAS 

  

  

  SEKRETARIS 
                  

    

                  

JABATAN FUNGSIONAL                 

      SUB BAG PERENCANAAN SUB BAG KEUANGAN 
SUB BAG UMUM & 

KEPEGAWAIAN 
            

            

            

                      

  BID SUMBER DAYA KES     BID PELAYANAN KES       BID KES MASYARAKAT     BID P2 & PL   

              

                      

                  

Seksi Jaminan Kes   
Seksi Kes Dasar & 

Rujukan       Seksi Kes Keluarga   Seksi P2M   

                    

                    

          

Seksi Tenaga & Sarana   Seksi Kes Khusus                                                                                                                                  Seksi Promkes & Pem. Daya   Seksi P2TM & Bencana   

    

Kesehatan Haji 
Kesehatan Tradisional 

Kesehatan Kerja               

                  

              

Seksi Farmamin & Alkes   Seksi Kes Dacil & Gakin       Seksi Gizi   Seksi Kesehatan Lingkungan 

                    

            

  

UP
TD 

    





 



Hasil 

 Beberapa Kebijakan Kepgub : retribusi pendapatan 
dan belanja daerah di bidang kesehatan 

 Belum ada kepgub berkaitan Kebijakan SMK3  

 Institusi pelaksana (Dinas Kesehatan dan Dinas 
Tenaga Kerja atau instansi lainnya)  UU-peraturan 
pusat 

 Perda 20 tahun 2008 tentang sistem kesehatan 
propinsi Kaltim, namun belum menyentuh SMK3.  

 belum ada Perda atau KepGub Kaltim yang 
berkaitan dengan kebijakan SMK3.  



Peraturan Daerah 

No No Perda Tentang kebijakan Kes SMK3 

1 Perda No. 05 Tahun 

2007,  

Pencegahan dan Penanggulangan 

HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual. 

2 Perda No. 20 Tahun 

2008  

Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan 

Timur. 

3 Pergub No 01 Tahun 

2010  

standard pelayanan minimal rumah sakit 

umum daerah di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Timur 

4 Perda No. 6 tahun 

2011,  

Mutu Pelayanan Kesehatan di Provinsi 

Kalimantan Timur 

Perda No 1 tahun 

2012 

Retribusi Jasa Umum (>> kesehatan) 



Keputusan Gubernur 

No No KepGub Tentang Kebijakan Kes SMK3 

1 Keputusan Gubernur 

No 060/K.430/2009 

Penetapan Indikator Kinerja Utama 

Dilingkungan Pemerintah Prov. Kaltim 

2 Keputusan Gubernur 

No 440/K.197/2011 

Pembentukan Komisi Penanggulangan 

AIDS Provinsi Kalimantan Timur. 

3 Keputusan Gubernur 

No 440/K.403/2011  

Pembentukan Kelompok Kerja 

Millenium Depelopment Goals (MDGs) 

Provinsi Kalimantan Timur. 

4 Keputusan Gubernur 

No 440/K.508/2011 

Pembentukan Satuan Tugas Jaminan 

Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) 

Provinsi Kalimantan Timur. 



Kesimpulan 

 Kebijakan SMK3 dalam bentuk perda atau 
keputusan gubernur belum tersedia secara khusus di 
Propinsi Kaltim dalam menghadapi pemberlakuan 
SJSN 2014 dan arus globalisasi pasar bebas 2020.   



SARAN 

 Diperlukan komitmen serius dari seluruh pemangku 
kepentingan (stakeholder) di Propinsi Kaltim untuk 
mewujudkan kebijakan SMK3 yang lebih konkrit dan 
nyata dalam bentuk perda atau Keputusan 
Gubernur. 

 




